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The Attorney General of the Republic of Indonesia is one of the law enforcement agencies granted the authority to exercise state
power in the field of prosecution and other duties established by law. In article 622 of Presidential Regulation No. 38 year 2010
concerning organization and Administration of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, the task of the Attorney
Intelligence shall conduct the chain of inquiry, from planning, collection, processing to the use of data. Aceh Jaya is one of the
districts that have potential corruption allegations, but in fact that from 2012 to 2016 there are only 2 cases that have been handled
by the Aceh Jaya District Attorney.
The purpose of this study is to explain the tasks of Intelligence, the inhibiting factors of Intelligence and the efforts pursued by the
Intelligence of the Attorney General of Aceh Jaya to overcome the obstacles that arise against the disclosure of alleged corruption.
Data obtained from field research in jurisdiction of Aceh Jaya Attorney to obtain primary data that is observation and interview of
respondents and informants. Library research to obtain secondary data in the form of legislation, books, magazines or from related
media according to the discussion material in this research.
Based on the results of the research indicates that the factors have not implemented the task maximally due to human resource
factors on Intelligence Prosecutor's staff, lack of reports from the community, the sense of shame and influence from outsiders. The
obstacles faced by the Intelligence Prosecutor are the limited facilities and infrastructures such as equipment and budget, the
difficulty of sifting through evidence. The efforts that have been taken by Intelligence of the Public Prosecutor are to create external
network, improve personnel training, conduct briefing, provide reporting place and conduct counseling about corruption crime.
Hopefully that the Attorney General of Aceh Jaya will be able to improve the special education to Intelligence staff so that they can
carry out their duties maximally in law enforcement, especially in the eradication of corruption crime and make efforts to overcome
obstacles
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Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan
negara dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam pasal 622 Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan tugas
Intelijen kejaksaan melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan hingga
penggunaan data. Aceh Jaya adalah salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi dugaan tindak pidana korupsi, namun
kenyataannya dari tahun 2012 sampai 2016 hanya ada 2 kasus yang selesai ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Jaya. 
Tujuan penelitian ini menjelaskan tugas Intelijen, faktor penghambat Intelijen dan upaya yang ditempuh oleh Intelijen Kejaksaan
Negeri Aceh Jaya untuk mengatasi hambatan yang muncul terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.
Data diperoleh dari penelitian lapangan di wilayah hukum Kejaksaan Aceh Jaya untuk memperoleh data primer yaitu cara
pengamatan (observasi) dan mewancarai (interview) para responden dan informan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data
sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah atau dari media yang terkait menurut materi pembahasan
dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor belum melaksanankan tugas secara maksimal karena faktor sumber daya
manusia pada staf Intelijen Kejaksaan, kurangnya laporan dari masyarakat, adanya rasa sungkan dan pengaruh dari pihak luar.
Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan yaitu terbatasnya sarana dan prasarana seperti peralatan dan
anggaran, sulitnya menyulusuri alat bukti. Upaya yang telah ditempuh Intelijen Kejaksaan yaitu membuat jaringan luar,
meningkatkan pelatihan personil, melaksanakan brifing, menyediakan tempat pelaporan dan melakukan penyuluhan tentang tindak
pidana korupsi.
Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya untuk dapat meningkatkan pendidikan khusus kepada staf Intelijen supaya dapat
melaksanakan tugasnya dengan maksimal dalam hal penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan
melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan.
